GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN QUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENOAH
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENYELENGOARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat

(2], Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3], Pasal 27, Pasal
29 dan Pasal 36 ayat (7), Peraturan Daerah Provinai
Jawa Tengah Nomor 6 Talum 2012 tentsng Pelavanan
Infternasi  Publik  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Deerah
Prowingl Jewa Tengah telah ditetapkan Peraturan
Cubernur Jawsa Tengeh Momor 47 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi  Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. bahwa sshubungan dengan perkembangan keadaan

khusustnva nomenklatur Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi
Jawa Tengah maks Peraturan Gubemur Jawa Tengah
schagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Oubermur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah [Himpunan

Peraturan-Feraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undatig-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4843,

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noamor 4846);
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Menetaplkan

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038];

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 5071);

. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebhagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Hedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik
ndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah MNomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsd
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

MEMUTUSKARN :

: PERATURAN OGUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN FERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN
[NFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANM
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinai Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaban
cleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan pringip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indoneaia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndoneaia Tahun 19435,
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10.

11.

12

13.

14,

15

16.

b 8

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daecrah  yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalabh Gubernur Jawa Tengah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Provinai Jawa Tengah.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujul bersama oleh pemerintah daerah dan DFRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyva disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas adalah Dines Provinsi Jawa Tengah vang tugas dan tanggung-
jawabnya membidangl komunikasi dan informatike,

Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha vang seluruh atau sebagian beaar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Komisi Informasi Provinal Jawa Tengah vang selanjutnva disesbut Komisi
Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
meTupakan lembaga mandin yang berfungs! menyelesaikan senghketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikas non litigasi,

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilsi, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan
vang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dslam berbagai

kemasan dan format sesual dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secar elektronik maupun non clektronik.

informasi Publik adaleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyvelenggarasn Badan Publik lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan seria informasi lain vang berlaitan
dengan kepentingan public.

Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
defigan penyelenggaraan negara, veng sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dar anggaran
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang
sehagian atau seluruh dananya bersumber dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Prjabat Pengelola Informasl dan Dokumentasi vang selanjutnya diainghkat
PPID adalah pejabat yang bertanggungiawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelavanan informasi di Badsn
Publik dan bertanggungjawaly langsung kepada atasan PRID,

FPID Utama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] yvang
menangani komurikasi dan informatika.

PPID Pembantu adalah PPID yang berkedudukan pada masing-masing
SKPD, BUMD dan Badan lain.

Crang adalgh orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.



18,

19,
20.

21.

22,

23,

24,

25,

26.

27.

28,

29.

30.

1.

32.

3.

34.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pengguna Informasi Publilk adalah orang yang mengganaslan Informsas Pubilc

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses
aleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai
informasi vang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

Penigujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsckuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama babwa menuiup Informas Publik dapet
melindung kepentingan yang letsh besar daripaca membubama atan sehalilanys,
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat
vang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau
atasan dan atasan langsung pejabat yang bersanghutan.

Jangka wakiu pengecushan adalah tentang wakiu tertentu suany Informasl vang
Meja informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta barbagai

sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang
bertujuan mempermudah perolehan Informasi Publil.

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang
atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan,

Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan
atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya
baik tertulis di atas kertas atau sarana lamnya maupun terekam dalam
bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau
keterangan vang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.

Klasifikesl adalah pengelompolan informesi dan doloumentas secama sisterratia
Pelayanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh Badan Publik
kepada maayvarakat pengguna informasi,

Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional vang ditunjuk
untuk membantu PPID dalam melaksanakan  tugas dan  fungsi
pengelolaan dan pelayvanan Informasi Publik di lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan Dokumen adalah proses  penerimaan, penyusunan,
pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis,

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang Informasi Publik yang berada di bawah pengusaan
Badan Publik.

Ujl konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh
ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suaty
informasi dibuka dan adanya kepentingan publik vang lebih besar vang
harus dilindung dengan menutup suatu Informasi Publik.



BAB I
RUANG LINGEUP

Pagal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ind meliputi:
Pembentukan Badan Publik;

Kewajiban Badan Publik;

PPID:

Informasi Publik yang Dikecualikan;

Standar Pelayanan Informasi Publik;

Penyampalan Informasd Publik;

Koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;dan
Keberatan dan penyelesaian sengheta.

FE.m~e 80 FF

BAB III
PEMBENTUKAN BADAN PUBLIK

Pasal 3
Badan Publik sebagrimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf & terdisi dari :
a. Pemerintah Daerah;
b. DFPRIX
c. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berksitan dengan

penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dar APBL);

d. Organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBD;dan

e. BUMD.

Pasal 4

Badan Publik pada Pemerintah Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a terdini dari SKPD yvang dibentuk dengan Peraturan Dasrah.

Pasal 5

Badan Publik pada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf b,
dilaksanakan oleh Pejabat Sekretariat DPRED yang membidang Komunikasi dan
Informasi.

Pasal 6

Badan Publik pada Badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBD,



Pasal 7

Badan Publik pada Organisasi non pemerntah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d sepanjang scbagian atau ssluruh dananya bersumber dari AFBD,

Pasal &

Badan Publik pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri
dari BUMD yang dibeniuk dengan Peraturan Daerah,

BAB IV
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 9

Kewnjiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pesal 2 hurof b,
metiyediakan dan mengumurmban informas: yang terdin dan ;

a. [Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;dan
¢. Informasi yang wajib tereedia setiap aaat,

Bagian Kesatu
Infortnasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumlan Secara Berkala

Pasal 10

(1] Informasi yang wajib disediaken dan divmumkan secara  berkala
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakuken paling lambat 1
{satu) kali dalam 1 {satu) tahun atau paling singkat & (enam) bulan sekali,

{2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagnimana dimaksud pada ayat (1] meliput ;

a.  Informas tentang profil Badan Publil;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalanksn dalarm hngkup Badan Publik;

¢, Ringhkasan informasi tentang kinerja dalam lingloup Badan Publik;
d. Ringkasan laporan keuangan;

2. Ringkasan laporan akses Informasi Publilg

f.

. Informasi tentang peraturan dan/atan keputusan vang mengikat publik
vang dikeluarkan oleh Badan Publik;

g. Informasi tentang hak dan tata camm memperoleh informasi, serts
penyelesaian sengheta informasi;



h. Informas tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Badan Publik maupun
pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kega dari Badan Publik;

L Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuad
dengan peraturan perundang-undangan;dan

§- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darumt di setiap Kantor Badan Publik.

Pazal 11

Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
12} huruf a meliputi :

a.

informasi tentang kedudukan atsu domisili beserta alamat lengkap, ruang

lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik
beserta kantor unit di bawahnya;

Struktur organisasi, gambaran umum setap satuan kerja, dan profil singkat
pejabat struldural;darn

Laporan harta kekayaan bagl para Pejabat Negara yang wajib melakukannya,

vang telah diverifikasi dan telah dikinmkan cleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

Pasal 12

Ringkasan informaai tentang program dan fatau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik sebagaimana dimalksud dalam Pasal 10 ayat {2}
huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

.
b.

FwmoPp oA

Matna program dan kegiatan;

Penanggungjawab, pelalsana program dan kegiatan serta nomor telepon
dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

Target dan/atau capaian progrmm dan keghtan;

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan:

Anggaran program kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

Informasi khusus lainnya vang berkaitan dengan hak-hak masyarakat;

Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan
Publik;dan

Informasi tentang penenmaan calon peserta didik pada Badan Publik vang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum,

Paszal 13

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2} huruf ¢, berupa narasi tentang realisasi
kegiatan yang telah dijalankan beserta pencapatannyva.



Pasal 14

Ringkasan laporan keuangsn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf d, sekurang-kurangnya memuat

a.
b.

£

dl

Rencana dan laporan realisasi anggaran,

Neraca;

Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai
standart akuntansi vang berlaku;dan

Draftar asset dan mvestasi,
Paszal 15

Ringkasan laporan akases Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 avat (2) huruf e, sskurang-kurangnva memuat :

&.
b

Jumlah permohonan Informasi Publik vang diterima;

Walkiu yvang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Puhblik;

Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
selurnhnya dan permohonan Informas Publik yang ditolak;dan

Alasan penolalkan permohonan Informasi Publik.

Pasal 16

Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan vang mengkat publik vang
dileeluarkan oleh Badan Publik sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (2)
huruf f, sekurang-kurangnya memuat ;

.,

(1}

daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan, Keputusan, danjatau Kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan;dan

daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
yang telah disahkan atau ditetapkan,

Bagman Kedua
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 17

Informasi yang wajib divomumbkan secara serta merta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b wajib disampaikan oleh Badan Publik yang dalam
kegiatannya memilikd potenai menimbulkan dampak yang dapal mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,



(2] Badan Publik sebagarmana dimaksud pada avat (1) adalah yang memiliki -

A, kewenangan memberikan perizinen dan atau perjanjian kerja dengan
pihak ketig, vang kegiatannya bereslko menimbulkan dampak vang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak;dan

b. tugas pokok dsn fungsl yang berkaitan dengan penanggulangan
bencana,

Raian Keti
[nformasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 18

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
buruf ¢, meliputi :

B 5ogrp

L

- .

Daftar Informasi Publik;

Informasi tentang organisasl, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Svarat-syarat perizinan, izin vang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnva, dan laporan penaatan zin yang diberikan;

Data perbendaharaan atau inventars;

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

Agenda ketja pimpinan satuan keta;

Informasi mengenai kegiatan pelavanan imformasi yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia vang menangani,
anggaran layanan informasi serta laporan penggunaanmys;

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang diternukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakanyiya,

Jumlah, fenis dan gambaran umum pelanggaman veng dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakantya;

Daftar serta hasil penelitian yang dilaloukan;

Informasi publik lain yang dinvatakan terbulea bagl masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi penerima izin
dan /atau penerima perjanjian kerjasdan

informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umnm,

Pasal 19

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sekurang-
kurangnya memuat :

al
b.

C,

Nomor;
Ringkasan i1 informasi,
Pejabat atau unit/satuan kerja vang menguasal informasi;



" -8 P

Penanggungjawab pembuatan atay penerbitan informasi;
Wakiu dan tempat pembuatan informasi;

Bentuk informasi yang tersedia;dan

Anghka wakiy penyimpanan atau retens arsip.

Pasal 20

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawajan, dan keuangan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, sehurang-kurangnya memuat

b.

Dokumen pendulung seperti naskah akademis, kajlan atau pertimbangan
vang mendasar terhitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut;

Risalah rapat darl proses pembentulkan peraturan, keputusan atay
kebijakan tersebut;

Rancangan peraturan, keputusan atay kebijaken tersebut;

Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;dan
Informasi tentang peraturan dan fatau keputusan Badan Publilc.

Pasal 21

Informasi tentang organisasi administresi, kepegawaian dan  keuangsn
sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 18 huruf b, antara lain ¢

a,
b.

Pedoman pengelolaan organisasi, administras, personil dan keuangan;

Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliput nama, sejarah karier atau

posizi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat vang pemah
diterima;

Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus
unit pelaksana telmis serta laporan keuangannya,;

Data statistik vang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik,

BAB Y
KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PUBLIK

Pasal 22

(1) Badan Publik mempunyal kewsjiban :

a. Menyvediakan dan memberikan Informasi Publil;

b.  Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dolumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara efektif dan efesien;

c.  Menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publil;
10



(2]

(3]

(1)
(2]

(3]
14]

(3)
L]

{7)

d. Menetapkan dan memutakhirkan secam berkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informas Publik vang dileelola;

e. Menyedinkan sarana dan prasarana layanan [Informasi  Publik,
termasull papan pengumuman dan meja informasi serta situs web
resri bagi Badan Pubhk;

f.  Menganggarkan pemblayaan bagi layanan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangsn;

g Memberkan tanggapan atas keberatan vang diajuksn cleh pemnchon
Informasi Publik vang mengajukan keberatan;

h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan nformasi
Publilk;dan

. Menyampaikan salinan laporan kepada Gubernur melalui Dinas dan
Komis Informasi Provins.

Badan Publik mempunyai hal :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan seauai dengan
ketentuan peraturan perundang-urlangan;

b, Menolak memberikan informasi apabila tidak seauai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik setwgaimana
dimaksud pada avat [1) huruf a adalah :

a. Informasi vang dapar membahayakan negara dan /atau dasrah;

b. Informasl yang berkeitan dengan kepentingan perindungan usaha dari
persaingan usaha tidak schat;

Informasi vang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan
e, Informasi Publik vang dimimta belum dikuasai atau didokumentasikan.

B oo

BAB VI

PPID
Pasal 23

Untuk mengelola pelayanan mformasi dan dokumentasi di Badan Puhblik
ditetapkan FFID.

FPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat straktural
atau pejabat lain yang membidang tugas dan fungs pelayanan informasd,.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur,

PPID sebagaimana dimakeud pada ayat {3} bertanggungjawah kepada Badan
Publik yang bersangloutan.

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah,

FPID pada Badan Publik sehagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat dibantu
aleh PPID Pembantu yang berada di Biro/Unit Pelaksana Tekmis (UPT).

FPID Pembantu scbagaimana dimaksud pada avat (6) ditetapkan oleh
Pimpinan Badan Publil.
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i2)

(3}

(<)

(1]

(2]

i2)

(1)

Pasal 24

PPID terdiri PPID Utama dan PPID Pembantu.

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang
membidang Komunikasi dan Informatika,

Susunan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik terdirl dar :
a. Penanggung Jawab;

b, Pengarah;

¢. Atasan PPID/Pengarah Administrasi;

d. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi/ Koordinator;

e. PPD/Ketua;

f Wakil Ketua,

g Sechkretans,

h. Wakil Sekretaris;

Anggota Bidang Pelayanan Informasi;

Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;

Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;

L  Anggota Bidang Pengeduan dan Penvelesaian Sengheta;dan
m. PPID Pembantu.

Pembentukan PPID sebagaiamana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

-
]

e

Pasal 25

PPID Pembantu sebagmmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdin dari:

&. HKepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum SETDA Provinai Jawa
Tengah pada SETDA Provinsi Jawa Tengah;

b. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepsla Sekretariat peda masing-
masing SKPD;

c. Pejabat vang membidang Pelayanan informasd pada BUMD dan Badan
lixin,
Kepala SKPD membentuk Tim Pelakasna PPID pada satuan kesjanya dengan
Keputusan Kepala SKPD.

PPID dibantu cleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu

vang bidang tugasnya terkait dengan dolumentasi, komunikasi, dan
mﬁnmlﬂm

Prasl 26
PPID Utama mempunyai tugs ;

Aa. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konseluens terhadap
informasd yang dikecualikan dengan instansi yang terkair;
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2]

b, Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentaal dari S3KPD di lnghungsn Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

c.  Menyimpan, mendokumentasikan, menyediaksn dan memberikan
pelayanan informasi kepada publil;

d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publilk;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dolumentasi,
Menyedinkan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat,

g Melakukan inventarisasi informasl vang dikecualikan untul dilakukan
uji konsekuensi;

h. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup ;

1!  Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2] Waktu yvang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publil;

3) Jumiah permohonan Informasi Publik vang dikebulkan baik
sebagmn atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang
ditodak;

4)  Alasan penolakan permohonan Informasi Publile

i. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat
fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
Informasi Publik.

FPID Pembanty mempunyai tugas :

a. Pengklasifikasian mformasi vang terdiri dar
1} Informasi yang wajib disadiakan dan diumumkan secam berkala;
2] Informasi yang wajib dinumumkan secara serta merta;
3] Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4 Informasi yang dilecualikan;

b. Mengkoordmasiken dan mengkonsolidasikan penpumpulan bahan
informasi dan dokumentasi vang ada di lingkungannya;

¢.  Menyimpan, mendokumentasikan, menyvediakan dan memberd
pelayanan informasi vang ada di Ingkungannya kepada publik;

d. Melakukan verifikasli bahan Informasi Public vang ada di
hingkungannya;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasl yang ada di
lingkungannya,

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di inglungannva
untuk diakses olch masyaralkat,

g Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID Utama,;

h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di
lingkungannya kepada FPID Utama secara berkala.
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(2)

(3

(1]

(2)

Pasal 27

Dalam rangka pengambilan keputusan pemberian Informasi Publik, PPID
dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari pejabat strulctural
dari Badan Publik vang bersanglkutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2] dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau
fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi, dan
informasi vang terdiri dari

a. Pengelolaan Informmasi;

b. Dokumentasi dan Arsip;

c. Pelayanan Informasd,

. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa,

Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pasal 28

FPID bertugas dan bertanggungiawab dalam

a. Penvediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan
informasi;

Pelayanan informasi sesuai dengan aturan vang berlaku;

Pelayanan nformasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
Pengujian konsekuensi;

Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

Fenetapan informasl yvang dikecualikan yang telah habia jangka wakiu
pengecualiannya sebagn Informasi Publik vang dapat diakses;

h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setinp kebifakan vang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
PPID berwenang :

a, Menolak memberikan informasi yang dikecuslikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Meminta dan mempercteh informasi dar unit kega/komponen /satuan
kerja yang menjadi cakupan kerjanys;

€. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan
kerjanya;

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat /tdaknya diakses
aleh publik;

e. Menugaskan FPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelhara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

TR S - T
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(23]

(4)

]

(1]

(2)

(3

(1}

[2)

(3

Selmin ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID
menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

PHD Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat {3}.

PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala
dan sesuai kebutuhan kepada Badan Publik melalui PPID Utama.

BAB VI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 29

Badan Publik wajibh membuka akses Informasi Publik kecuali
pengklasifikasian informasi yvang dilecualikan,
Penglklasifikasian informasi vang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] ditetapkan oleh PPID yang ditunjuk sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengklasifiknsian informasi sebagumana dimaksud pada ayat (2] untuk
Jangla waktu 1 {satu) tahun dengan persetujuan pimpinan Badan Publik.

Pasal 30

PPID wajib melakukan uji konsekuensi sebelum menentuken suatu
informasi sebagai informasl vang dikecualikan.

Uji konsekuenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dengan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai alasan dan ketentuan
peraturan perundang-undsngan yvang menjadi acuan serta asas kepatutan
dan kepentingan umum yang menyatakan suatu informasi  wajib
dikecualikan,

Ui ]fmnaﬂmmai sebagaimana dimaksud pada ayat |2) didasarkan pada
pertmbangan :

2 Masyarakat mendapat informasi mengenai kemunghkinan bahava bag
keschatan dan keselamatan serta upaya yang memadai untuk
mencegahnya;

Pihak vang berwenang bertindak secara adil terhadap masyvarakat;
Masvarakat tidak mengalami kerugian;

Pelanggaran hak asasi manusia vang berat dapat dileetahui oleh publil;
Terjaminnya alkuntahilitas Badan Publik,

o B0
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BAB VIII
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Setinp orang berhak memperoleh informasi dengan cara melthat dan
mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik,

(2] Badan Publik wajib memenuhi hak sehagaimana dimaksud pada ayat 1)

(2}

(1]

(2)

4]

melalui:
a. Pengumuman Informasi Publik;dan
b. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan,

Bagian Kedua
Pengumuman Informasi Publik
Pasal 32
Pengumuman Infarmasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2] huruf a harus diletakkan di ternpat vang mudah diakses cleh pengguna
Informasi Publik di setiap Kantor Badan Publik.
Dalam hal Badan Publik memilild website resmi, wajib memasukkan

informasi ke dalam website dengan cara yang mudah diakses oleh
masyarakat.

Bagian Ketiga
Penvedisan [nformaal Publik Berdasarkan Permohonan
Pasal 33
Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permchonan  informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b secara tertulis atau
tidak tertulis kepada FFID,

Terhadap permohonan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), FPID harus :

a. Mencatat nama dan alamat pemohon nformasi Publik;
b. Mencatat subyek dan format informasi;
lama 7 (tujub) hari kerja,

Terhadap permohonan informasi secara tidak tertulis sebagaimana
dimakaud pada ayat {1}, PFID harus :
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a. Mencatat nama dan alamat pemohon Informasai Publik;
Mencatat subwek dan format inforrmeas;

Menyvampaikan penjelasan mengenal informasi yang diminta paling
lambat 10 (sepuluh] hari kerja sejak diterimanva permochonan dan
dapat diperpanjang paling lama 7 {tujuh) hari kerja.

[4] Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan
rincian informasi vang dibutuhkan oleh pemohon Informasi Publik sesuad
tujuan penggunaan informasi dimaksud.

(5) PPID wajlb menyediakan formulir permohonan Informasi  Publik
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat {3) sesuai lketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6] Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apahila
dibutuhkan dibebankan kepada pemohon Informasi Publik.

=3

BAR IX
PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 34

Penyampaian Informasd Publik dilakukan dalam bentuk :
a.  Pembenan informsasi secara langsung; dan
b. Akses informasi melalui teknologl informast dan komunikasi.

Pasal 35

Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf a okeh PPID dalam bentulk :

a. Tulsan;

b. Laporan:
c. Gambar;
d. Grafik;dan
. Rekaman.

Pasal 36

Penvampaian akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat diperoleh melalui :

a. Meja informeasi;
b. Intemet;
&, Faksimili
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(1)

(2)

(1)

i2)
(2)

(4]

Pasal 37

Sarana dan prasarana vang dapat digonakan dalam mendukung pelayanan
Informasi Publik di Badan Publik antara lain :

a. Peralatan pengolah data baik manual maupun digital;

b, Kamerm video dan foto, baik yang manual maupun digital;

c. Peralatan vang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan
laptop;

d. Ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;

e.  Peralatan digital monitonng media [DMM]

Pemerintah  Provingi Jawa Tengah mengembangkan website PPID
(e opid jetengprov.go.id) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BAB X
LAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 38

SKFPD, BUMD dan Badan Lain harus melaporkan lavanan Informasi Publik
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga] bulan
setelah tahun pelaksanaan berakhir.

Badan Publik organisasi non pemerntah melaporkan layanan Informasi
Publik kepada Komisi Informasi Provinsi,

Salinan laporan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Komisi Informas Provirsi,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedilat memuat :

a. GCambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;

Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

Rincian pelayanan Informas Publik masing-masing Badan Publik;
Eincian penyeleasian sengketa Informasi Publik;

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksansan layanan Informasd

Pubilik;

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatian kualitas
pelavanan informeasi.

Endt;u:kF'uth membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dalam

ber :

a. FRingkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan lavanan
Informasi Publik masing-masing Badan Publik;

b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan
layanan [nformasi Publik masing-masing Badan Publik.

o & &
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(6] Laporan scbapaimana dimaksud pada avat (2] merupakan baglan dan

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Paszal 39

Gambaran umum pelaksanaan pelavanan Informasi Publik  sebagamana
dimaksud dalam Paszal 38 ayat (4] huruf b, antara lain |

Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik vang dimilik beserta
kondisinya,;

Sumber daya manusia yang menangani pelavanan nformasi Publik beserta
kualifikasinys;

Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya,

Pasal 40

Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik sebagaimana
dimakaud dalam Paaal 38 ayat (4) huruf c, meliput :

.,

b.

Jumiah permohonan Informasi Publilc;

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan  Informasi
Publik dengan klasifikasi tertentu;

Jumlah permohonan Informasi Publik vang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya;

Jumlah permohornan Informasi Publik vang ditolak beserta alasannyva.

Pasal 41

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 avat (4) huruf d , meliputi :

a.

b.

Jumlah keberatan yvang diterima,;

Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan
Puhblik;

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi
[nformasd;

Hasil mediasi danfatay keputusan ajudikasi Komisl Informasi dilaksanakan
oleh Badan Publik;

Jumlah gugatan vang diajukan ke Pengadilan; dan
Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Puhblik,
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(1]

12)

(1]

i2)

(3]

(4

(1}

(2]

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 42

Komisi Informast Provinal dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layvanan
informasi Publik pada Badan Publik.

Hasil evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Badan Publik dan diumumbkan kepada publik.

Pasal 43

PPID Utama mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informaai Publik
vang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan /atau permobonan
kepada PPID Pembantu,

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], PPID Utama mengkoordinasilkan :

a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektf dapat
menjangkau pelayanan [nformasi Publilc

b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana

dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahaess
lokal vang dipakad cleh penduduk setempat.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) PPID Utama menghkoordinasilean ;

a. Pemberian Informasi Publik vang dapat diakses oleh publik dengan
PPID Pembantu untuk memenihi permohonan Informas Publik;

bh. Fasilitasi pengujian tentang konsckuenss wvang timbul asebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dilkecualikan;

c. Pengembangan kapasitas pejabat fungeional danfatau  petugas
Informasi Publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
Publik di setiap Badan Publik,

Dalam hal terdapat penclalkan keberatan atas penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik, FPID Utama mengkoordinasikan dan memastikan agar

pengajuan keberatan diproses  berdasarkan  prosedur penyelesaian
keberatan.

Paasl 44

PPID LUtama melakukan evaluasi dan pengasasan  penvelenggaraan
pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama

bekerja sama déngan Kl menyelenggarakan Pengsnugerahan Keterbukaan
Informasi Publik di ingkungan Provinsi Jawa Tengah.



(1)

(2]

(3]

(1]

(2)

(1]

(2]

{3

BAB X1
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesaty
Pengajuan Keberatan

Pasal 45

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut :

a. Penolakan atas permohanan Informass Publik;

b. Tidak disediakannya informasi vang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

¢. Tidak ditanggapinya permohonan Informasd Publily

d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana vang
diminta;

e, Tidak dipenuhinva permohonan Informasi Publik;

f.  Penyampaian Informasi Publik vang melebibi waktu.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1] dityjukan kepada
Atasan PPID melalui PPID Utama dan/atau PPID Pembantu.

Pengajuan keberatan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada plhak lain yang kompeten dihadapan hukum.

Pasal 46

Badan Publik wajib mengunumkan tats cara pengelolaan keberatan disertai
dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi vang efektf dalam
menerima keberatan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Paszal 47

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan
yvang disediakan oleh Badan Publik.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID
wajihk membantu pemobon Informasi Publik vang mengajukan keberatan
atau kuasanva untuk mengisikan ormulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] selurang-
kurangnya memuat

a  Nomor registrasi pengajuan keberatan;
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(4}

(3

(&)

(2)

(3

b. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
Tujuan penggunaan [nformasi Publil;

Identitas lengkap pemohon Informasi Publik atau kussanya yang
mengajukan keberatan;

Alasan pengajuan keberatan;

f.  Kasus pemohon Informasi Publik;

g Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
h

Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yvang
mengajukan keberatan,
1.  Nama dan tanda tangan petugas vang menenma pengajuan keberatan.

2

A

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimabksud

pada avat [3) kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
atau kuasanya scbagal tarnwda terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] disediakan
aleh Badan Pubdilk,

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) berlaku
pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan
malalii alat komunikasi elekironik.

Pasal 48

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam bul register keberatan.
Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sckurang-
kurangnya memuat :

g8, Nomor regiatrasi pengajuan keberatan,

b, Nomor pendaftaran permohonan Informas Publik dan/atau kuasanya
yang mengajukan keberatan;

¢. Informasi publik vang diminta;

d. Tujuan penggunaan Informasi Publil;

e, Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 47
avat (3] huruf =

.  Waktu pemberian tanggapan atas keberatan vang diisl oleh petugas;
g HNama dan posisi atasan PPID;

h. Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

i.  Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

j-  Keputusan atas keberatan;
k. Keputusan pemohon Informasi Publik atas keputusan Atasan PPID.

Format buku register keberatan scbagaimana dimeksud pada avat (1)
digediakan oleh Atasan PPID.
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Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 49

Tanggapan atas keberatan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi [nformasd
Pusat Republik Indonesia.
Bagian Keempat
Penyyelesaian Senglketa

Pasal 50

Penyelesaian sengketa Informas: Publik dilakuken berdasarkan hukum acara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 51

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat diwakil atau menunjuk kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus baik pada pengadilan tingkat pertama maupun
tingkat kasasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlako, maka ;

a Peratuman OCubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah [Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Momor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Informasi Publik DN Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);dan

b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinai Jawa Tengah Nomor & Tahun
2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinal Jawa Tengah Tahun
2012 Nomor 47);

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.



Pasal 53
Peraturan Gubermnur ind mula berlaku pads, tangeal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlkan pengundangan Peraturan
Cubermnur ini dengan penempatannys dalam Berita Daerah Provinai Jawa Tengah,

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Desember 2019

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2019
DAERAH PROVINSI

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 56 2019



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PENYELENGQARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PPID

ATASAN PPID/BADAN
PUBLIK

[ PFID 1___ Tim Pertimbangan
= Pelayanan Informasi
Bagian Bagian . Bagian
Pelayanan Pengelolaan ' | Dokumentasi Pengaduan
Informasi Informasi : dan Arsip dan
o ; Penvelesaian
Pejabat Fungaional
|Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Pranata
Humas)
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